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JUDUL : PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN MAKANAN 

PRODUK INDUSTRI RUMAH TANGGA Y A N G 

MENGANDUNG ZAT PEWARNA O L E H BALAI B E S A R 

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) DI 

PALEMBANG 

Penulis, Pembimbing, 

luri Desita Sari Sholeh Idrus, SH.,MS 

ABSTRAK 

Adapun yang menjadi permasalahan dalam sknpsi ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana Upaya Perlindungan Yang Diiakukan Oleh Balai Besar Pengawas 

Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang Terhadap Konsumen Makanan 
Industri Rumah Tangga? 

2. Apa Saja Yang Menjadi Kendala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 
(BBPOM) di Palembang Dalam Melaksaiiakan Upaya dan Perlindungan 
Terhadap Konsumen ? 

Sejalan dengan permasalahan yang dibalias, maka penelitian ini adalah 
penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dan tidak bermaksud menguji 
hipotesa. Teknik pengumpulan data diiakukan meialui: 

1. Penelitian Kepustakaan, dalam memperoleh data sekunder guna mempelajari 
serta menelaah beberapa bahan bacaan yang ada kaitannya dengan permasalahan 
yang ada. 

2. Penelitian l apangan, dalam u3*Jia memperoleh data primer dengan cara penulis 
melakukan penelitian dengim metede wawancara langsung dengan respodcn 
yaitu : Pihak Balai Bcsar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di 
Palembang, Selelah data berhasil penulis kumpuikan, maka teknis pengolahan 
data diiakukan dengan cara menganalisis isi yang diperoleh dari penelitian 
kepustakaan maupun penelitian lapangan untuk selanjutnya dikontruksikan 
kedalam suatu kesimpulan. 
Teknik pengelolaan data diiakukan dengan cara data yang terkumpul akan 

dianaiisa secara kualitatif yaitu menganalisis data-data yang bersifat primer dan 
sekunder sehingga didapatkan jawaban yang berupa kesimpulan dari permasalahan 
yang diteliti dalam skripsi ini. 
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Berdasarkan pada pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang 
dibahas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Upaya Perlindungan yang Diiakukan Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan 
Makanan (BBPOM) di Palembang Terhadap Konsumen Makanan Industri Rumah 
tangga yang mengandung zat pewama dalam berbentuk pengawasan secara bcrkala 
terhadap makanan dan pengawasan khusus bekcrjasama dengan dinas keschatan. 

2. KendaJa Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang 
Dalam Melaksanakan Upaya dan Perlindungan Terhadap Konsumen adalah 
Masyarakat tidak mau menghadiri Sosialisasi Pcmahaman tcntang Produk Makanan 
Berbahaya, Rendahnya kcsadaran masyarakat untuk melaporkan peredaran 
makanan produk industri rumah tangga yang mengandung zat pewama. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia mempunyai kebuluhan yang beragam sciring dengan 

peningkatan kesejahteraanya. Beberapa kebutuhan manusia antara lain, 

kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Salah satu dari sekian banyak 

kebutuhan tesebut adalah kebutuhan pangan atau makanan. Kebutuhan 

akan pangan merupakan kebutuhan primer atau pokok bagi setiap lapisan 

masyarakat. Disamping kebutuhan sandang/pakaian dan papan/perumahan. 

Makanan mempunyai peranan yang sangat luas bagi kehidupan, karena 

kehidupaii manusia tidak dapat melepaskan diri dari kebutuhan akan 

makanan. Manusia dapat hidup karena mendapat asupan gizi dari makanan 

yang dikonsumsinya. Hal itulah yang memacu para pengusaha yang 

bergerak dalam bidang produksi dan pengolahan bahan makanan uniuk 

memproduksi makanan bagi masyarakat (konsumen) dalam jumlah yang 

besar. Pada era globalisasi dan modem seperti saat ini banyak industri 

makanan dan minuman tumbuh dan berkembang. Salah satu industry yang 

bergerak dalam bidang makanan dan minuman adalah Home Lidustn/. 

Home Industry makanan dan minuman merupakan salah satu industri 

yang sangat potensial dan memiliki prospek yang baik untuk ditumbuh 

kembangkan. Hal ini di'ouktikan dengan banyaknya Home liidustry yang 

tersebar secara luas di scluruh pelosok tanah air meski dalam jenis dan 
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skala usaha yang berbeda-beda. Tersebar secara luas di seiuruh pelosok 

tanah air meski dalam jenis dan skala usaha yang berbeda. Faktor yang 

mendukung tumbuh kembangnya Home Industry adalah industri tersebut 

hampir 100% menggunakan bahan baku yang tersedia didalam negeri, 

dipasarkan dalam negeri, dikonsumsi oleh masyarakat secara luas dan 

memberikan konstribusi bagi pengembangan ekonomi masyarakat kecil dan 

menengah. Dalam upaya menumbuh kembangkan industri tersebut, maka 

pemerintah melalui berbagai instansi terkait melakukan berbagai upaya 

pcmbinaan, baik yang bersifat teknis produksi, manajemen pemasaran 

maupun melalui peraturan yang ada untuk menjamin tersedianya pangan 

bagi masyarakat. Berbagai peraturan yang berkaitan dengan pangan, tidak 

terlepas dari peilindungan konsumen, agar dapat mengonsumsi makanan 

deagan aman. Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi sangat penting 

peranannya bagi pertumbuhan^ pemeliharaan dan pemagkatan derajat 

kesehatan serta peningkatan kecerdasan masyarakat. Pemerintah sangat 

mendukung adanya masyarakat yang bcrswadaya dengan landasan Home 

Industry, Namun sebelum seorang pelaku usaha memulai Home Industry 

hendaknya terlebih dahulu niengetaliui secara global peraturan yang 

mengatur Home Industry. 

Pemerintah membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur 

kepentingan konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 



Perlindungan Konsumen selanjutnya disingkai dengan Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen, diundangkan pada tanggal 20 April 1999 dan 

dinyatakan berlaku mulai tanggal 20 April 2000 satu tahun setelah undang 

-undang tersebut dikeluarkan. Dengan berlakunya Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen tersebut, maka ketentuan dalam perundang -

undangan sebelumnya masih dapat berlaku sejauh belum diatur yang bam 

menumt undang-undang tersebut atau jika tidak bertentangan dengan 

undang-undang tersebut. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen ini dapat dijadikan payung bagi perundang-

undangan lain yang bertujuan untuk melindungi konsumen, baik yang 

sudah ada maupun yang masih akan dibuat nanti. Dalam Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen diatur tentang Perbuatan yang Dilarang bagi 

Pelaku Usaha yakni. "Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau 

memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak 

sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. "Menurut Ahmadi Miru &Suiarman Yodo. 2008.' 

Larangan yang dimaksudkan untuk mengupayakan agar setiap barang 

dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak 

edar, antara lain asal usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik 

melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya. Adanya undang-undang 

^ Miru, Ahmadi dan Sutannan Yodo. 2008. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: PT. 
RajaGrafindo Persada. him. 56 



yang mengatur perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk 
I 

mematikan usaha para pelaku usaha.T.Indang-Undang Perlindungan 

Konsumenjustru bisa mendorong iklim usaha yang sehat serta mendorong 

lahimya perusaliaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan yang ada 

dengan menyediakan barang/jasa yang berkualitas. Dalam penjelasan 

umum Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa dalam 

pelaksanaannya akan tetap memerhatikan hak dan kepentingan pelaku 

usaha kecil dan menengah (Happy Susanto, 2008:4).^ 

Namun, kenyataannya yang terjadi di pasaran masih banyak terdapat 

pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen tersebut. Untuk mendapatkan keuntungan yang 

sebesar-besamya, seringkali pelaku usaha mengenyampingkan hak-hak 

konsumen serta larangan yang telah diatur dalam Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen. Hal ini pula yang menyebabkan produscn 

makanan semaldn mengabaikan keselamatan konsumen demi memperoleh 

keuntungan yang sebanyak-banyaknya. (Celina Tri Siwi Krisyanti, 

2009:170).'' Seba .̂ai konsumen tentunya masyarakat akan sangat dirugikan 

dengan kondisi produk yang tidak sesuai dengan standar kesehatan, apalagi 

membawa dampak yang bunik dalam kehidupan masyarakat. Kealitas di 

atas menunjukkan bahwa masalah perlindungan konsumen adalah masalah 

^ Susanto, Happy. 2008. Hak~Hc.k Konsumen Jika Dirugikan. Jakarta: Visimedia. Him.39 
^ Kristlyanti, Celina Tri Siwi. 2009. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar 

Grafika. Him. 67 



yang sangat serius.Akan tetapi, masalah-masaiah tersebut baru dipersoalkan 

ketika ramai dibahas dalam pemberitaan di berbagai media. Pada saat mulai 

sepi dari pemberitaan, masalah-masalah ini seakan luput dari perhatian 

masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak yang berhubungan dengan 

perlindungan konsumen. Masalah perlindungan konsumen semakin gencar 

dibicarakan di berbagai media massa. Permasalahan ini tidak akan pemah 

habis dan akan selalu menjadi bahan perbincangan di masyarakat, apabila 

masih banyak konsumen yang dirugikan. Oleh karena itu, masalah 

perlindungan konsumen perlu mendapat perhatian yang khusus dari 

pemerintah. Salah satu masalah yang timbu! dalam masyarakat yakni 

banyaknya beredar produk Home Industry yang tidak memiliki izin dari 

Dinas Kesehatan. Kebanyakan dari pelaku usaha Home Industry menyadari 

hal tersebut tetapi karena usaha mereka sudah bcrjalan maka banyak pelaku 

usaha Home Industry "kucing-kucingan" dengan aparat kepoHslan dan 

BPOM ( Badan Pengawasan Obat dan Makanan). ^ 

Sehingga banyak ditemui produk pangan yang tidak memenuhi 

persyaratan mutu dan keamanan pangan (Bahan Tambahan Pangan, 

cemaran mikroba. tanggal kadaluarsa), masih banj'ak kasus keracunan, 

masih rendahnva pengetahuan. keterampilan dan tanggung jawab produsen 

pangan tentang inutu dan keainanan pangan serta rendahnya kepedulian 

'lbid.Hal.97 
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konsumen itu sendiri. Untuk itu suatu produk Home Industry khususnya 

produk pangan harus sesuai dengan standar agar aman dikonsumsi. Produk 

Home Industry yang teiah memiliki izin Dinas Kesehatan berarti produk 

tersebut telah sesuai standar atau persyaratan, keamanan, mutu, serta 

manfaat dari produk tersebut. Scbaliknya. produk Home Industry y^ng tidak 

memiliki izin Dinas Kesehatan baik itu berupa produk makanan maupun 

minuman tentu saja belum melcwati tahap pcmeriksaan oleh pihak yang 

berwenang memeriksanya. Produk Home Industry yzng tidak memiliki izin 

Dinas Kesehatan jika dikonsumsi oleh konsumen dapat menyebabkan 

kerugian. baik kemgian secara materi maupun psikis. Hal ini tentu saja 

merugikan konsumen sebagai pihak yang membutuhkan dan mengonsumsi 

produk Home Industry.' 

Berdasarkan pcmaparan di alas maka pcnuli.s tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang "PERLSNDUNGAN TERHADAP KONSUMEN 

MAKANAN PRODUK INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG 

MENGANDUNG ZAT PEWARNA O L E H BALAI BESAR 

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) DI PALEMBANG". 

*lbid.Ual.l20 



B. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

untuk lebih memfokuskan penelitian ini rumusan masalah yang akan 

dibahas oleh penulis adalah: 

1. Bagaimana Upaya Perlindungan Hukum Diiakukan Olch Balai Besar 

Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang Terhadap 

Konsumen Makanan Industri Rumah Tangga ? 

2. Apa Saja yang Menjadi Kendala Balai Besar Pengawas obat dan 

makanan (BBPOM) di Palembang Dalam Melaksanakan Upaya dan 

Perlindungan Terhadap Konsumen ? 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 

Penulisan skripsi ini dititikberatkan pada penelitian Bagaimana Upaya 

Perlindungan Hukum Diiakukan Olch Balai Besar Pengawas Obat dan 

Makanan (BBPOM) di Palembang Terhadap Konsumen Makanan Industri 

Rumah Tangga dan juga Kendala Balai Besar Pengawas Obal dan Makanan 

(BBPOM) di Palembang Dalam Melaksanakan Upaya dan Perlindungan 

Terhadap Korisumen. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mencari kejelasan terhadap 

permasalahan yang berkaitan dengan : 

1. Untuk mengetahui dan memahami apa saja yang menjadi Upaya 

Perlindungan Hukum Diiakukan Olch Balai Besar Pengawas Obat dan 



Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang lerhadap Konsumen 

Makanan Industri Rumah Tangga. 

2. Untuk mengetahui dan mengungkapkan Kendala Balai Besar 

Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang Dalam 

Melaksanakan Upaya dan Perlindungan Terhadap Konsumen. 

D. Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan sarana pokok dalam pengem.bangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi Hal ini disebabkan. oleh karena penelitian 

bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, 

dan konsisten. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau 

empiris. • 

Unluk memperoleh data dalam penelitian ini penulis menggunakan 

metode sebagai berikut: 

1. Penelitian Kepustakaan, dalam memperoleh data sekunder guna 

mempelajari serta menelaah beberapa bahan bacaan yang ada 

kaitannya dengan permasalahan yang ada. 

2. Penelitian Lapangan, dalam usaha memperoleh data primer dengan 

cara penulis melakukan penelitian dengan metode wawancara 

langsung dengan respoden yaitu : Pihak Balai Resar Penelitian Obat 

dan Makanan (BBPOM) di Palembang, Sctclah data berhasil penulis 



kumpuikan, maka teknis pengolahan data diiakukan dengan cara 

menganalisis isi yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun 

penelitian lapangan untuk selanjutnya dikontruksikan kedalam suatu 

kesimpulan. 

E. Sistematika Penulisan 

Penulisan Skripsi ini terdiri dari 4 (Empat) bab, dengan sistematika 

sebagai berikut: 

BAB IPENDAHULUAN 

Merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan tentang : 

A. Latar Belakang 

6. Permasalahan 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 

D. Metode Peneitian 

E. Sistematika Penulisan 

BAB U TINJAUAN PUSTAKA 

Merupan tujuan pustaka yang menjelaskan tentang : 

A. Produsen dan Konsumen 

1. Pengertian Produsen 

2. Pengertian Konsumen 



B. Hak dan Kewajiban Produsen dan konsumen 

1. Hak dan Kewajiban Produsen 

2. Hak dan Kewajiban Konsumen 

C. Home Industry 

1. Pengertian Home Industry 

2. Izin Produksi Makanan dan Minuman 

D. Badan Pengawas Obat dan Makanan 

1. Tugas dan Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan 

2. Kewenangan badan Pengawas Obat dan makanan 

BAB Hi PEMBAHASAN 

xMcrupakan hasil penelitian hasil penelitian dan pembahasan yang 

menjelskan tentang : 

A. Upaya Perlindungn Yang Diiakukan Oleh Balai Besar Pengawas 

Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang Terhadap Konsumen 

Makanan Industri Rumah Tangga? 

B. Yang Menjadi Kendala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 

(BBPOM) di Palembang Dalam Melaksanakan Upaya dan 

Perlindungan Terhadap Konsumen? 



BAB IV PENUTUP 

Merupakan bab Penutup yang berisi tentang : 

A. Kesimpulan 

B. Saran 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Produsen dan Konsumen 

1. Pengertian Produsen 

Menurut pengertian Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang 

dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri 

sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup Iain dan tidak untuk 

diperdagangkan kembali, Sedangkan Menurut parah ahli hukum pada 

umumnya scpakat bahwa arti konsumen adalah, pemakai terakhir dari 

benda dan jasa yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha. Dalam 

buku A.Z. Nasulion yang berjudul aspek-aspek hukum masalah 

perlindungan konsumen, islilah konsumen berasai dari bahasa 

coRsumer(lnggris-Amerika) atau consument(Belanda). Secara harfiah arti 

kata consumer adalah lavvan dari produscn, setiap orang yang menggunakan 

barang. 

Pengertian konsumen dalam aiti umum adalah pemakai. pengguna 

barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu''. Sedangkan menurut Pasal 1 

ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.Konsumcn adalah setiap 

orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi 

^ A.Z. Nasution, 2002, Hukum Perlindungan Konsumen, Diadit Media. Jakarta, Hal. 3 
12 



kepentingan diri sendiri, keluarga,orang lain maupun makhluk hidup lain 

dan tidak untuk diperdagangkan. 

Berdasarkan pengertian di atas, subyek yang disebut sebagai konsumen 

berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan jasa. 

Menurut A.Z. Nasution, orang yang dimaksud di atas adalah orang alami 

bukan badan hukum. Sebab yang memakai, menggunakan dan atau 

memanfaatkan barang dan atau jasa untuk kepentingan diri sendiri, 

keluarga,orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 

diperdagangkan hanyalah orang alami atau manusia. 

Di dalam penjelasan Pasal 1 ayat (2) UUPK disebutkan bahwa di dalam 

kepustakaan ekonomi dikenal dengan istilah konsumen akhir dan konsumen 

antara. Konsumen akhir adalah pengguna aiau pemanfaat akhir dari suatu 

produk, sedangkan koriGumen antara adalah konsumen yang menggunakan 

suatu produk barang atau jasa untuk membuat barang atau jasa lainnya 

untuk diperdagangkan. 

Batasan-batasan tentang konsumen akhir menurut A.Z. Nasution adalah 

setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang tersedia di dalam 

masyarakat, digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi, keluarga, 

atau rumah tangganya, dan tidak untuk kepentingan komersial. 

' Ibid.Hal.7 
'lbid.nal.3 



Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud 

konsumen adalah pemakai terakhir dari barang dan/atau jasa untuk 

kepentingan diri sendiri, keluarga atau rumah tangga dan tidak untuk 

diperdagangkan kembali. 

B. Pengertian Konsumen 

KonsuHicn adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang 

tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, 

orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. 

Konsumen dapat dikelompokkan yakni konsumen antara dan konsumen 

akhir. Konsumen antara adalah distributor, agen dan pengecer. Mereka 

membeli barang bukan untuk dipakai, melainkan untuk diperdagangkan. 

Sedangkan pengguna barang adalah konsumen akhir. Yang dimaksud 

konsumen akhir adalah konsumen akhir memperoleh barang atau jasa 

bukan untuk dijual kembali, melainkan untuk digunakan, baik bagi 

kepentingan dirinya sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk hidup lain 

(Tatik Suryani 2003:12). Ada dua cara untuk memperoleh barang, yakni: 

a. Membeli Bagi orang yang memperoleh suatu barang dengan cara 

membeli, tentu ia terlibat dengan suatu perjanjian dengan pelaku 

usaha, dan konsumen memperoleh perlindungan hukum melalui 

perjanjian tersebut. 



b. Cara lain selain membeli yakni hadiah, hibah dan warisan Untuk cara 

yang kedua ini, konsumen tidak terlibat dalam suatu hubungan 

kontraktuai dengan pelaku usaha. Sehingga konsumen tidak 

mendapatkan perlindungan hukum dari suatu perjanjian. Untuk itu 

diperlukan perlindungan dari negara dalam bentuk peraturan yang 

melindungi keberadaan konsumen. 

Sehingga secara umum konsumen adalah setiap orang pemakai barang 

dan atau jasa yang teisedia dalam masyarakat. baik bagi kepentingan diri 

sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 

diperdagangkan. Jika tujuan pembelian produk tersebut untuk dijual 

kembali. maka dia disebut pengecer atau distributor. Pada masa sekarang 

ini bukan suatu rahasia lagi bahwa sebenamya konsumen adalah raja 

sebenamva, cleh karena itu produsen yang memiliki prinsip holistic 

markeiifig sudah seharusnya memperhatikan semua yang menjadi hak-hak 

konsumen.^ 

Ubid.Hal.150 

http://Ubid.Hal.150


B. Hak dan Kewajiban Produsen dan Konsumen 

Untuk mendapatkan kenyamanan berusaha bagi Produsen dan 

Konsumen sebagai keseimbangan atas hak-hak dan kewajiban yang 

diberikan kepada konsumen dan Produsen, untuk itu berikut ini akan 

dijelaskan Hak dan Kewajiban Produsen dan Hak dan Kewajiban 

Konsumen. 

a. Hak Produsen 

Hak pelaku usaha berdasarkan Pasal 6 Undang -Undang Nomor 8 

Tahun 1909 Perlindungan Konsumen sebagai berikut: 

1) Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai 

kondisi dan nilai lukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; 

2) Mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang 

beritikad tidak baik; 

3) Melakukan pembelaan diri sepatunya didalam penyelenggaraan 

hukum sengketa konsumen; 

4) Rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa 

kerugian konsumen diakibatkan oleh barang dan atau/jasa yang 

diperdagangkan 

5) Hak-hak yang dialur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya. 



b. Kewajiban Produsen 

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

Perlindungan Konsumen kewajiban pelaku usaha sebagai berikut; 

1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 

2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi 

dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan 

penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan; 

3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, 

serta tidak diskriminatif; 

4) Menjamin mutu barang dan/'atau Jasa yang diproduksi danVatau 

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau 

jasa yang berlaku; 

5) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau 

garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan; 

6) Memberikan kompensasi, ganti rugi daaUtau pengganti apabila 

barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai 

dengan perjanjian. 

Konsumen dengan pelaku usaha mempunyai hubungan yang saling 

membutuhkan. Produsen dalam memasarkan barang dagangannya pasti 

membutuhkan konsumen. Dalam hal ini, seorang konsumen tentu 

mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Pelaku usaha sering 

mengabaikan hak konsumen sehingga konsumen harus memperjuangkan 



hak-haknya usaha dipenuhi oleh pelaku usaha. Sementara bagi konsumen, 

harus dapat menjadi konsumen yang baik karena ada juga konsumen yang 

sengaja mau mengabaikan pelaku usaha walaupun jumlahnya cenderung 

sangat kecil bila dibandingkan dengan pelaku usaha yang tidak 

memperhatikan hak dari konsumen. Bagi seorang konsumen, biasanya yang 

penting adalah mendapatkan barang yang dia inginkan. Sementara bagi 

pelaku usaha, tujuannya adalah untuk mencari keuntungan yang sebesar-

besamya sehingga sering timbul pelanggaran yang diiakukan oleh pelaku 

usaha yang akan merugikan konsumen. Adapun yang menjadi hak dan 

kewajiban konsumen adalah sebagai berikut: 

a. Hak Konsumen 

Istilah perlmdungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum, 

sehingga perlindungan konsumen pasti mengandung aspek hukum. Materi 

yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik saja melainkan 

kepada hak-hak yang bersifat abstrak. Jadi perindungan konsumen sangat 

identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak 

konsumen. 

Secara umum dikenal adanya empat hak dasar konsumen yaitu hak 

untuk mendapatkan keamanan (the right to safety), hak untuk mendapatkan 

informa'^i (the right to be informed), hak untuk memilih (the right to 



choose), dan akhimya hak untuk didengar (the right to be heard). Di 

dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Bab I I I Pasal 4, hak 

konsumen adalah : 

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa 

b. Hak untuk memilih barang dan / atau jasa serta mendapatkan barang dan 

/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jamdnan 

yang dijanjikan ; 

c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa ; 

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa 

yang digunakan; 

e. Hak untuk mendapaikan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian 

sengketa perlindungan konsumen secara patut; 

f. Hak untuk mendapatkan pcmbinaan dan pendidikan konsumen ; 

g. Hak untuk diperlakukan ataudilayanl secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif; 

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, 

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian 

atau tidak sebagaimana mestinya ; 

Shidarta.0p.CiI.Hal.l6 



i . Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya; 

Dari sembilan butir hak konsumen yang diberikan diatas, terlihat 

bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen 

merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan 

konsumen. Barang dan/atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan 

kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau dapat membahayakan 

keselamatan konsumen penggunanya, maka konsumen diberikan hak untuk 

memilih barang dan/atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas 

keterbukaan informasi yang benar, jelas dan jujur. Jika terdapat 

penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, 

memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi sampai 

ganti rugi. 

Betapa pentingnya hak-hak konsumen, sehingga melahirkan pemikiran 

yang berpendapat bahwa hak-hak konsumen meiupakaii generasi keempat 

hak asasi manusia, yang merupakan kata kunci dalam konsepsi hak asasi 

manusia dalam perkembangan di masa yang akan datang." 

Ahmad Miru dan Sutannan Yodo. 2004. Hukum Perlindungan Konsumen. Raja 
Grafindo Persada. Vogyakarta. hai. 180 



Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur tentang 

kewajiban konsumen yaitu: 

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian 

atau pemanfaatan barang dan / atau jasa demi keamanan dan 

keselamatan; 

b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan / atau 

jasa; 

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen 

secara patut; 

Penjabaran pasal tersebut di atas, dimaksudkan agar konsumen sendiri 

dapat memperoleh hasil yang optimal atasperlindringan darrUtau jasa 

kepastian hukum bagi dirinya. 

B. Kewajiban Konsumen 

a. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian 

atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan. 

b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau 

jasa. 

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. 

Ibid.Hal.184 
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d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen 

secara patut. 

Adanya kewajiban konsumen membaca atau mengikuti petunjuk 

informasi dan prosedur pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa 

demi keamanan dan keselamatan merupakan hal penting. Adapun 

pentingnya kewajiban ini karena sering pelaku usaha telah menyampaikan 

peringatan secara j elas pada suatu produk, namun konsumen tidak 

membaca peringatan yang telah disampaikan kepadanya. Dengan 

pengaturan kewajiban ini, memberikan konsekuensi pelaku usaha tidak 

bertanggung jawab, jika konsumen yang bersangkutan menderita kemgian 

akibat mengabaikan kewajiban tersebut. Seperti dalam halnya penggunaan 

obat-obatan yang berdasarkan etiket yang tertera dalam suatu produk. 

Menyangkut kewajiban konsumen beritikad baik hanya tertuju pada 

transaksi pembeiian barang dan atau jasa. Bagi konsumen, kcmungkinan 

untuk dapat mcrugikan produsen pada saat melakukan transaksi pada 

produsen. Kewajiban konsumen membayar sesuai dengan nilai tukar yang 

telah disepakati dengan pelaku usaha, adalah hal yang sudah biasa dan 

sudah semestinya demikian. 

Kewajiban konsumen mengikuti upaya penyelesaian hukum secara 

patut. Sebelum diundangkannya UUPK hampir tidak dirasakan adanya 



kewajiban secara khusus seperti dalam perkara perdata, sementara dalam 

perkara pidana tersangka atau terdakwa lebih banyak dikendalikan oleh 

aparat kepolisian dan atau kejaksaan 

Adanya kewajiban seperti diatur dalam UUPK dianggap tepat, sebab 

kewajiban ini adalah untuk mengimbangi hak konsumen untuk 

mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara 

patut. Kewajiban yang diiakukan konsumen lidaklah cukup jika tidak 

diikuti oleh kewajiban yang sama dari pihak pelaku usaha berdasarkan 

pasal 7 UUPK. 

C. Home Industry 

1. Pengertian Home Industry 

Secara Harfiah Home berarti rumah, tempat tinggal, ataupun kampung 

halaman, sedang Industri, dalam Kamus Besar Bahasa ndonesia dapat 

diartikan sebagai kerajinan, usaha produk barang dan ataupun pcrusahaan. 

Jadi, omc Industryadalah rumah bisa juga disebut perusahaan kecil. 

Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi ini 

dipusatkan di rumah. Pengertian usaha kecil secara jelas tercantum dalam 

UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah, yang 

menyebutkan bahwa usaha kecil adaiah usaha dengan kekayaan bersih 

lbid.Hal.98 

http://lbid.Hal.98


paling banyak Rp200 juta (iidak termasuk tanah dan bangunan lempat 

usaha) dengan hasil peniualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.OOO. 

Kriteria lainnya dalam UU No. 20 Tahun 2008 adalah: milik WNI, berdiri 

sendiri, berafiliasi langsung atau tidak langsung dengan usaha menengah 

atau besar dan berbentuk badan usaha perorangan, baik berbadan hukum 

maupun tidak. Jika terdaftar pada Dinas Perdagangan Kabupaten/kota 

permohonan izin ke pemerintah unluk menjalankan usaha. Home Industry 

termasuk dalam kategori peraturan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 

Putih, yaitu pcrusahaan kecil yang dengan kekayaan kurang dari 200 juta. 

Home Industry juga dapat berarti Industri R.umah Tangga. karena termasuk 

dalam kategori usaha kecil yang dikelola keluarga. Kritcria-kriteria suatu 

usaha dikatakan Industri Rumah Tangga (Home Industry) yaitu : 

1. Kegiatan Industri diiakukan di rumah tangga 

2. Tenaga kerja yang dipekerjakan tidak lebih dari 3 orang 

3. Peralatan pengolahan yang digunakan mulai dari manual hingga alat 

semi otomatis. 

Berdasai-kan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 

I'ahun 2004 tentang keamanan. mutu. gi/i dan pangan ?asn\ ! angka 16 

dijelaskan mengenai Industri Rumah Tangga dijelaskan : "industri P.umah 

Tangga pangan adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di 

tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi 

otomatis. Home Industry pada umumnya memusatkan kegiatan disebuah 



ramah keluarga tertentu dan biasanya para karyawan berdomisili di tempat 

yang tak jauh dari rumah produksi tersebut, karena secara geografis dan 

psikologis hubungan mereka sangat dekat (pemilik usaha dan karyawan), 

memungkinkan untuk menjalin komunikasi sangat mudah. Dari kemudahan 

dalam berkomunikasi ini diharapkan dapat memicu etos keija yang tinggi, 

karena masing-masing merasa bahwa kegiatan ekonomi ini adalah milik 

keluarga, kerabat dan juga warga sekitar.Ada beberapa bentuk dan jenis 

Home Industry yang dikenal oleh masyarakat, seperti: 

a. Home Industry bidang kosmctik (alat-alat kecantikan). contoh : Face 

Lotion (Lotion Muka), Skin Tonic Lotion, Cleansing Cream, 

BedakPowder, Minyak Rambut Kental, Minyak Rambut Hair Cream. 

b. Home Industry bidang kebutuhan sehari-hari, contoh : Sabun mandi, 

sabun cuci batangan, sabun cuci deterjen. pasta gig:. 

c. Home Industry bidang obat-obatan ringan, contoh ; minyak angin, 

obat gosok, obat kutu busuk, obat nyamuk. 

d. Home Industry bidang makanan, contoh : keripik ubi, keripik pisang, 

emping. 

e. Home Industry bidang minuman, contoh : soda, jus buah. 



Bentuk pemasaran yang diiakukan oleh para pelaku usaha Home Industry 

adalah dengan cara m.enitipkan barang hasil produksinya pada warung atau 

toko-toko terdekat yang terdapat di sekitar tempat usaha mereka.''* 

2. Izin Produksi Makanan dan Minuman 

Dalam memproduksi makanan, minuman dan obat-obatan, yang paling 

penting adalah memiliki Izin Badan Pengawasan Obat dan Makanan 

(BPOM), karena berdasarkan Keputusan dari Kepala Badan Pengawas Obat 

dan Makanan (BPOM) dan Peraturan Daerah setempat, untuk seiuruh 

produksi makanan dan minuman yang diedarkan secara luas hams memiliki 

Izin produksi. Walaupun itu bentuknya adalah industri mmahan {Home 

Industry). Untuk melindungi m.asyarakat dari Produk pangan olahan yang 

membahayakan kesehatan konsumen, pemerintah Indonesia telali 

mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang beikaitan 

dengan keamanan pangan. Pihak Badan POM memang tidak main-main 

mengenai Izin produksi makanan dan minuman. karena hai ini bertujuan 

untuk mengendalikan peredaran makanan, minuman atau obat-obatan yang 

dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa dari masyarakat. Sernua 

produk makanan dan minuman yang akan dijual di wilayah Indonesia, baik 

'̂ Shofie. Yusuf. 2008. Kafita Sekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. PT. 
Citra Aditia Bakti. Bandung. Hal.59 



produksi lokal maupun impor, harus didaftarkan dan mendapatkan nomor 

pendattaran dari Badan POM, sebelum. belch diedarkan ke pasar. 

Bagi Badan Pangavvasan Obat dan Makanan (BPOM), nomor 

pendaftaran ini berguna untuk mengawasi produk-produk yang beredar di 

pasar, sehingga apabila terjadi suatu kasus akan mudah ditelusuri siapa 

produsennya (www.wikipedia.org/wiki/Badan Pengawas Obat dan 

Makanan). 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang 

Keamanan, Mutu, Gizi dan Pangan Pasal 47 ayat (2) bagi industri rumahan 

yang tidak memiliki Izin maka akan dikenakan sanksi berupa : 

1. Penutupan industry 

2. Penarikan semua barang hasil industri yang beredar di pasaran 

3. Pelarangan Izin beredar. 

4. Bahkan dalam beberapa Perda, ada sanksi yang paling berat, yaitu sanksi 

pidana berapa kurungan paling lama 3 bulan dan/'atau denda yang 

besarnya variatif. 

Dasar hukum dalam pemberian Izin terhadap Industri Rumah Tangga 

adalah perda kabupaten/kota setempat, Keputusan Kepala Badan Pengawas 

Obat dan Makanan Nomor : HK. 00.05.5.5.1640Tgl 30 April 2003 Tentang 

Pedoman Tata Cara Penyelengggaraan Sertifikasi Produksi Pangan Industri 

Rumah Tangga, Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat danMakanan 

Nomor ; HK. 00.05.5.5.1641 Tgl 30 April 2003 Tentang Pedoman 

http://www.wikipedia.org/wiki/Badan


Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, Keputusan 

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : HK. 00.05.5.5.1639 

Tgl 30 April 2003 Tentang Pedoman CaraProduksi Pangan yang baik untuk 

Industri Rumah Tangga Adapun untuk mengurus Izin produksi makanan, 

minuman, dan/atau obat-obatan harus memenuhi syarat administratif, yaitu: 

1. Surat Permohonan Izin produksi makaiian atau minuman kepada Badan 

Pengawas Obat dan Makanan. 

2. Data Produk makanan atau minuman yang diproduksi . 

3. Sampel hasil produksi makanan atau minuman yang diproduksi 

4. Label yang akan dipakai pada produk makanan minuman yang 

diproduksi (label atau merek yang kemudian akan dikoreksi dan 

dicocokkan dengan produk dan proses produksi. Jika ada ketidakcocokan 

akan disesuaikan oleh petugas dari Dinas Kesehatan). 

5. Peta Lokasi produksi. 

6. Salinan KTP pemilik/penanggung jawab perusahaan 

7. Pas foto berwama pemilik atau pencnggung jawab 3X4 cm 

8. Untuk produk minuman, disertai dengan hasil pemeriksaan labcralorium 

air baku. Secara umum, tidak semua permohonan Izin produksi makanan 

atau minuman serta obat tradisiona! diterima dan dikabul kan oleh Badan 

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Ada beberapa produk makanan 

dan minuman, yang akan beredar dipasaran harus mendapatkan Izin dari 



Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Dinas Kesehatan, 

yaitu : 

1. Susu dan hasil olahannya 

2. Unggas dan hasil olahannya yang memerlukan proses 

dari/atau penyimpanan beku 

3. Pangan kalengan 

4. Makanan bayi 

5. Minuman beralkohol 

6. Air minum dalam kemasan 

7. Pangan lainnya yang wajib memenuhi persyaratan SNI (Standar 

Nasional Indonesia) dan pangan lain yang ditetapkan Badan Pengawas 

Obat dan Makanan. 

Berdasarkan peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan 

no.HK.00.05.51640 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan 

Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga maka mekanisme dari 

pengurusan Izinproduksi makanan dan minuman Industri Rumah Tangga 

yaitu : 

1. Pemohon mengajukan surat permohonan secara tertuiis kepada Kelapa 

Dinas Kesehatan dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 



2. Mempelajari surat permohonan untuk disesuaikan dengan persyaratan 

yang telah ditentukan 

3. Pemohon diwajibkan mengikuti penyuluhan keamanan pangan secara 

kolektif 

4. Pemeriksaan setempat sarana produksinya 

5. Memberikan pertimbangan terhadap permohonan Izin yang diajukan. 

6. Menyusun konsep Izin dan meneruskan kepada yang berhak 

menandatangani berdasarkan ketentuan yang berlaku 

7. Menandatangani konsep Izin 

8. Menyampaikan surat keputusan izin kepada pemohon setelab 

membayar retribusi 

9. Seteiah permohonan diajukan, kemudian Dinas kesehatan akan 

melakukan penyuiuhan produksi pangan yang sesuai standar kepada 

pengelola. Selama penyuiuhan dan pelatihan ini, pihak Dinas 

Kesehatan juga akan meninjau ke lokasi produksi. 

Jika semua persyaratan yang telah ditentukan telah dipenuhi dan 

kondisi di lapangan tempat produksi Industri Rumah Tangga yang akan 

mengajukan permohonan sudah memenuhi syarat maka Izin tersebut akan 

diberikan. Dengan adanya izinproduksi yang telah dimiliki maka pelaku 

usaha Industri Rumah Tanggaakan memperoleh keuntungan yang bisa 

menunjang perkembangan usahanya karena bisa dengan tenang 



mengedarkan dan memproses produksi produk pangan yang dihasilkan 

secara luas dengan resmi, selain itu keuntungan tambahan dari pengurusan 

Izin ini, Jika pada saat diiakukan survey oleh petugas Badan Pengawas 

Obat dan Makanan (BPOM), temyata dilihat bahwa industry tersebut 

memerlukan beberapa alat untuk menunjang pekerjaan ataupun untuk 

efisiensi, maka pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan 

dana dari pemerintah daerah, kadang kala akan menyumbangkan alat 

penunjang industry yang dibutuhkan oleh pelaku usaha Industri Rumah 

Tanggatanpa memungut biaya. Misalnya plastikkemasan, alat press 

kemasan, label/logo industri, alat vacum untuk penggorengan makanan dan 

peralatan lain yang dibutuhkan. 

Selain itu, dengan pencantuman kode IRT, makanan dan minuman 

akan lebih mudah dipasarkan dan lebih distikai konsumen sehingga akan 

meningkatkan daya jual produk pangan dari hasil industri rumahan.'^ 

D. Badan Pengawasan Obat dan Makanan 

1. Tugas dan Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Tugas dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diatur dalam 

Kepres no. 166/2000 , yaitu dalam Pasal 73 yang menyebutkan bahwa 

BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang 

lbid.Hal.190 

http://lbid.Hal.190


pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang -undangan yang berlaku. 

Mengenai tugas dan wewenang dari Badan Pengawas Obat dan 

Makanan (BPOM) yang lebih spesifik diatur dalam Keputusan Bersama 

Menteri Kesehatan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

264A/MENKES/SKBmi/2003 dan Nomor 02/SKB/M.PAN/7/2003 

tentang Tugas, Fungsi, dan Kewenangan di Bidang Pengawasan Obat dan 

Makanan. 

Berdasarkan peraturan tersebut diatas maka fungsi dari Badan 

Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) antara lain : 

1. Pengaturan, regulasi, dan standardisasi 

2. Lisensi dan sertifikasi industri di bidang farmasi berdasarkan Cara-

cai'a Produksi yang Baik 

3. Evaluasi produk sebelum diizinkan beredar 

4. Post marketing vigilancetennasuk sampling dan pengujian 

laboratorium, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, 

peuyidikan Jan penegakan hukum. 

5. Pre-audit dan pasca-audit iklan dan promosi produk 

6. Riset terhadap pelaksanaan kebijakan pengawasan obat dan 

ma kan am. 



7. Komunikasi, infonnasi dan edukasi publik temiasuk peringatan 

public'^ 

2. Kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pada Pasal 

69 Keppres No. 3 Tahun 2002, dalam menyelenggarakan fungsinya 

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 68 Keppres No. 3 Tahun 2002, 

Badan Pengawas Obat dan Makanan m.empunyai kewenangan untuk : 

a. Penyusunan rencana nasional secara makro dibidangnya. 

b. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan 

secara makro 

c. Penetapan sistein informasi di bidangnya 

d. Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat adiktif) 

tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan dan 

peredaran obat serta pengawasan industri farmasi 

e. Pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan 

industri fannasi 

f. Penetapan oedoman penggunaan konservasi, pengembangan dan 

pengawasan tanaman obat 

www.pom.go.idyindek.php 

http://www.pom.go.idyindek.php


Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan mempunyai dua kewenangan, 

yaitu : 

1. Kewenangan Preventif 

Kewenangan preventif biasa juga disebut kewenangan pre market 

adalah kewenangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan untuk 

memeriksa setiap produk obat dan makanan sebelum beredar dan 

dipasarkan ke masyarakat dengan melalui tahap sertifikasi dan 

registrasi produk sarana produksi serta distribusi produk tersebut. 

2. Kewenangan Represif 

Kewenangan represif dapat juga disebut kewenangan poy/ market 

adalah kewenangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan untuk 

inengadakan pemeriksaan terhadap produk obat dan makanan yang 

telah beredar di masyarakat, deng an proses : 

a. Pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi obat dan/atau 

makanan 

b. Melakukan sampling dan uji laboratorium terhadap produk yang 

dicurigai mengandung bahan berbahaya atau produk yang tidak 

mempunyai produksi serta produk yang dicurigai berbahaya bagi 

kesehatan masyarakat. 

Apabila dari hasil pemeriksaan sampling dan uji laboratorium terbukti 

bahwa produk obat atau makanan tersebut tidak memenuhi syarat maka 



Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan berwenang untuk nienarik produk 

tersebut dari peredaran, member peringatan pada pelaku usaha dan 

distribusi produk tersebut untuk tidak mengulangi perbuatannya, 

serta memberi peringatan kepada masyarakat tentang produk yang tidak 

memenuhi syarat tersebut.'^ 

www.pps.unud.ac.id 

http://www.pps.unud.ac.id


BAB III 

PEMBAHASAN 

A. Upaya Perlindungan yang Diiakukan Oleh Balai Besar Pengawas 

Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang Terhadap Konsumen 

Makanan Industri Rumah Tangga. 

Izin produksi terhadap suatu produk pangan merupakan syarat mutlak 

yang harus dipenuhi sebelum produk pangan tcrscbui beredar di 

masyarakat yang dijelaskan dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas 

Obat dan Makanan (BPOM) No. I IK. 00.05.5.1640 l aliun 2003 l entang 

Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Sertifikat Produksi Pangan Industri 

Rumah Tangga dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tcntang 

Keamanan, Mutu, Gizi dan Pangan Pasal 43 ayat (2). Walaupun aturan 

tenkmg izin produksi prcduk pangan Industri Rumah Tangga mensyaratkan 

agar sebelum diedarkan setiap produk pangan harus didaftarkan guna 

mendapatkan izin produksi, pada kenyataannya masih banyak dijumnai 

beredamya produk pangan hasil olahan Industri Riimah Tangga yang 

beredar tanpa izin prtxiuksi. 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tcntang 

Keamanan, Mutu, Gizi, dan Pangan Pasal 47 ayat (2) pemcrintaii dalam hal 

ini Dinas Kesehatan Kota a apabila ada konsumen yang merasa dirugikan 

3 6 
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akibat mengonsumsi produk Industri Rumah Tangga yang tidak terdaflar 

maka pemerintah akan melakukan tindakan berupa penankan produk 

tersebut dari pasaran, pelarangan izin beredar, serta penutupan industri. 

Tanggung jawab Pemerintah dalam melakukan pengawasan 

penyelenggaraan perlindungan konsumen menjadi bagian yaiig penting 

dalam upaya membangun kegiatan usaha yang positif dan dinamis, 

sehingga hak-hak konsumen tetap bisa diperhatikan oich para pelaku usaha. 

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh BPOM, dikatakan bahwa 

sistcm pengawasan makanan memiliki tiga pilar utama. Sebagai berikut. 

1. Pengawasan yang diiakukan produsen. 

2. Pengawasan yang diiakukan pemerintah. 

3. Pengawasan oleh masyarakat, termasuk lembaga swadaya 

masycudkat. 

Lebih lanjut dikatakan bahwa pengawasan terhadap makanan tidak 

hanya diiakukan olch pemerintah, namun produsen dan konsumen juga 

mel akukan pengawasan tersebut, mesk ipun pemerintah mem i 1 i k i 

kewenangan yang lebih luas dalam hal pengawasan makanan tersebut. 



Tiga pilar utama pengawasan makanan yang diiakukan oleh BPOM saat ini, 

yaitu: 

1. Sistem pengawasan produsen yang dilaksanakan secara internal oleh 

produsen melalui pelaksanaan cara-cara produksi yang baik ( good 

manufacturing practices) agar setiap bentuk dari penyimpangan dari 

standar mutu dapat dideteksi sejak awal, secara hukum, produsen 

bertanggung jawab atas mutu dan keamanan produk yang 

dihasilkannya, Apabila terjadi penyitiLpangan dan pelanggaran 

terhadap standar yang telah ditetapkan maka produsen dikenakan 

sanksi. baik administratif maupun pro justisia. 

2. Sistem pengawasan pemerintah atau BPOM melalui pengaturan 

standardisasi penilaian keamanan dan mutu produk sebelum diijinkan 

beredar di Indonesia inspeksi, pengambilan sampel dan pengujian 

laboratorium produk yang beredar serta peringatan kepada publik 

yang didukung penegakan hukum, khasiat keamanan dan produk 

maka pemerintali juga melaksanakan kegiatan komunikasi, informasi 

dan edukasi. 

3. Sistem pengawasan konsumen adalah sistem pengawasan oleh 

masyarakat sebagai konsumen sendiri melalui peningkatan kesadaran 

dan peningkatan pengetahuan m.engenai kualitas produk yang 

digunakannya dan cara-cara penggunaan produk yang rasional. 

Pengawasan yang diiakukan oleh masyarakat sendiri sangat penting 



diiakukan karena pada akhimya masyarakat sendiri yang mengambil 

keputusan untuk membeli dan menggunakan suatu produk, konsumen 

dengan kesadaran dan tingkat pengetahuan yang tinggi terhadap mutu 

dan kegunaan suatu produk, disatu sisi dapat membentengi dirinya 

sendiri terhadap penggunaan produk-produk yang tidak memenuhi 

syarat dan produk yang tidak dibutuhkan. Sedang pada sisi lain akan 

mendorong produsen untuk ekstra hati-hati dalam menjaga 

kualitasnya. 

Dalam hal ini Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di 

Palembang melakukan beberpa upaya untuk memantau peredaran makanan 

di pasaran. Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Deflta 

Roza,S.FarApt selaku Unit Layanan Pengaduan Konsumen Balai Besar 

Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang (Tanggal 05 

Februari 2015) dijelaskan bahwa pemerintah dalam hal ini melakukan 

pengawasan terhadap produk pangan industri Rumah Tangga yang beredar 

di masyarakat. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di 

Palembang sesuai dengan salah satu fungsinya melakukan Post Market 

Surveilance, yakni Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di 

Palembang melakukan pengawasan terhadap produk-produk yang telah 

diberikan izin produksi serta mengawasi produk-produk yang beredar di 
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pasaran guna menghindan produk pangan Industri Rumah Tangga yang 

dapat membahayakan kesehatan konsumen. 

Ibu Defita Roza, S.Farm, Apt juga mengatakan bahwa proses 

pengawasan tersebut juga diiakukan oleh Dinas Kesehatari dengan 

mendatangi langsung lokasi Industri Rumah Tangga tersebut dan 

memeriksa sarana produksi serta lokasi di sekitar tempat produksi produk 

pangan Industri Rumah Tangga.'^ 

Selanjutnya, Ibu Defita Roza S. Farm, Apt mengatakan bahwa upaya 

pengendalian produksi, distribusi dan peredaran produk pangan Industri 

Rumah Tangga diiakukan dengan cara menghimbau kepada setiap 

supermarket atau toko-toko tempat penjualan produk pangan Industri 

Rumah Tangga agar tidak menerima produk-produk pangan Industri Rumah 

Tangga yang tidak memiliki izin. Himbauan tersebut juga disampaikan 

kepada setiap kepala sekolah agar memeriksa setiap jajanan-jajanan yang 

terdapat di wilayahnya. 

Dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di 

Palembang melakukan pengawasan setiap 3 bulan sekali di pasar-pasar 

tradisional maupun supermarket guna mencegah beredamya produk pangan 

yang tidak memenuhi persyaratan. Melalui kegiatan ini Balai Besar 

^ Wawancara dengan Ibu Defita Roza,S.Farm,Apt selaku Unit Layanan Pengaduan 
Konsumen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang, Tanggal 05 
Februari 2015 

Wawancara dengan Ibu Defita Roza,S.Farm,Apt selaku Unit Layanan Pengaduan 
Konsumen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang, Tanggal 05 
Februari 2015 



Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang melakukan 

pemeriksaan, sampling dan uji laboratorium untuk setiap produk pangan 

Industri Rumah Tangga yang beredar di masyarakat. Jika dalam 

pengawasan terdapat produk pangan Industri Rumah Tangga yang tidak 

memiliki izin dari Dinas Kesehatan maka Balai Bcsar Pengawas Obat dan 

Makanan (BBPOM) di Palembang dan Dinas Kesehatan akan menariknya 

dari pasaran dan memberikan himbauan banyak kita jumpai makanan yang 

beredar di pasaran suda tidak layak di konsumsi lagi, karena sudah kepada 

toko dan supermarket agar tidak menerima lagi produk pangan tersebut 

serta melakukan pembinaan kepada produsen Industri Rumah Tangga agar 

mau mendaftarkan produk pangan hasil olahannya. Selain itu juga Sampai 

sejauh ini belum ada laporan pengaduan konsumen yang merasa dirugikan 

akibat mengonsumsi produk pangan Industri Rumah J angga yang tidak 
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memiliki izin. 

Selain itu juga Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di 

Palembang melakukan pemeriksaan lerhadap makanan yang suda 

kadaluarsa. Banyak kita jumpai makanan yang beredar di pasaran sudah 

tidak layak di konsumsi, karena sdah melamnaui waktu kadaluarsanya. Hal 

ini dapat terjadi karena adanya kclalaian dari penjual. Namun tidak jarang 

banyak para penjua! di pasaran yang memanfaatkan keadaa ini untuk 
Wawancara dengan Ibu Defita Roza,S.Farm,Apt selafu Unit Layanan Pengaduan 

Konsumen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang, fanggal 05 
Februari 2015 



memperkecil kerugianya mereka melakukan salah satu strategi penjualan 

dengan cara menjual makanan yang suda tidak layak dengan harga lebDi 

murah dari harga pasaranya. Hal ini juga di manfaatkan oleh pembeli nakal 

untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar di bandingkan dgn modal 

mereka dengan cara menjual kembali makanan yang sudah tidak layak di 

konsumsi oleh masyarakat luas untuk mengelabui konsumen, mereka 

menambahkan berbagai zat berbahaya untuk menghiJangkan bau yang tidak 

enak dari makanan yang suda tidak layak di konsumsi. Ada juga yang 

menambakan pewama makanan tekstil untuk menarik perhatian konsumen. 

Sehingga dapat kita bayangkan betapa berbahayanya makanan tersebut jika 

di konsumsi oleh konsumen. Jika makanan seperti ini lerus di konsumsi 

dapat menimbulkan keracunan bahkan untuk jangka panjang dapat 

menyebabkan tumor dan kangkcr. 

Meskipun belum ada laporan yang masuk tetapi perlindungan kepada 

konsumen atas produk Industri Rumah Tangga yang tidak memiliki izin 

dari Dinas Kesehatan sudah diiakukan yakni konsumen dapat mengadukan 

ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang 

melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen. 

'̂ Wawancara dengan Ibu Deflia Roza,S.Farm,Apt selaku Unit Layanan Pengaduan 
Konsumen Balai Besar Pegawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang, Tanggal 05 Februari 
2015 



B. Kendala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di 

Palembang Dalam Melaksanakan Upaya dan Perlindun;;an 

Terhadap Konsumen. 

Sebagaimana telah dijelaskan pada latar belakang bahwa perlindungan 

terhadap konsumen harus menjadi perhatian yang serius oleh pemerintah 

khususnya pada produk pangan yang beredar di lingkungan masayarakat, 

sehingga para konsumen dan masyarakat pada umumnya tidak menjadi 

korban dari pihak produsen yang tidak bertanggung jawab. Pemenuhan 

pangan yang aman dan bermuru merupakan hak asasi setiap manusia. 

Oleh Karena itu, pemerintah wajib memberi perhatian khusus pada 

kegiatan perdagangan nasional. Undang-undang Perindungan Konsumen 

diharapkan dapat meneiptakan kegiatan usaha perdagangan yang adil tidak 

hanya bagi kalangan pelaku usaha, melainkan secara langsung untuk 

kepentingan konsumen, baik selaku pengguna, pemantaat maupun pemakai 

barang dan/aluu jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha, 

Dalam mencapai perlindungan terhadap konsumen maka setiap produk 

pangan khususnya produk makanan dan minuman wajib memenuhi standar 

keamanan dan mutu pangan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang 

Kesehatan Pasal 111 bahwa makanan dan mrninuman ya ng dipergunakan 

untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan 

keschatan. Hal ini diiakukan untuk memenuhi hak konsumen yakni berhak 



atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang 

dan/atau jasa. 

Dalam mewujudkan hak konsumen tersebut maka Undang-undang 

Pangan dalam Pasal 20 mengatur bahwa setiap orang yang memproduksi 

pangan untuk diperdagangkan wajib menyelenggarakan sistem jaminan 

mutu, sesuai dengan jenis pangan yang diproduksi, yakni dengan terlebih 

dahulu diuji secara laboratoris sebelum diedarkan. Pengujian laboratoris 

harus diiakukan dilaboratorium yang telah ditunjuk oleh dan atau telah 

memperoleh akreditasi dari pemerintah. 

Upaya pengujian laboratoris terhadap pangan sebelum beredar dan 

bahkan pangan yang telah beredar diiakukan karena tidak sedikit pelaku 

usaha tidak beriktikad baik sesuai kewajibannya yang telah ditentukan 

daiam Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 7 humf (a) yaitu 

kewajiban pelaku usaha adalah beriktikad baik dalam melakukatt kegiatan 

usahanya. Oleh karena itu, pemerintah wajib melakukan pengawasan 

terhadap produk pangan yang beredar di dalam negeri khusus di kota 

Palembang. 

Hasil Penelitian Penulis dengan Ibu Detlta Roza S.Farm., Apt Unit 

Layanan Pengaduan Konsumen Balai Besar POM di Palembang 

menjelaskan secara umum bahwa Balai Besar POM di Palembang menemui 

kendala dalam melaksanakan upaya dan perlindungan terhadap konsumen, 

sebagai berikut: 



1. Rendahnya Tingkat Pendidikan Dan Ekonomi Masyarakat. 

Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah menjadi salah satu 

pemicu masyarakat tetap mengkonsumsi makanan yang mengandung 

pewama tekstil. Pendidikan merupakan kunci utama seseorang 

mendapatkan pengetahuan. 

2. Rendahnya Pengetahuan Masyarakat Mengenai Keamanan Pangan. 

Dalam menjalankan tugasnya melaksanakan pengawasan teihadap 

peredaran makanan mengandung pewama tekstil, Balai Besar 

Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang juga 

mengalami hambatan yaitu rendahnya pengetahuan masyarakat 

mengenai keamanan pangan. Masyarakat sebagai konsumen, masih 

sangat sulit untuk mengkonsumsi makanan yang aman dikarenakan 

mereka tidak mengetahui makanan aman yang seharusnya 

dikonsumsi sesuai ketentuan pemerintah yaitu Undang-Undang No 7 

Tahun 1996 Tentang Pangan. 

3. Rendahnya Pengetahuan Masyarakat Mengenai Kak Dan 

Kewajibannya Selaku Konsumen. 

Kurangnya pegetahuan masyarakat mengenai hak dan kewajibannya 

selaku konsumen 

mengakibatkan masyarakat tidak dapat berbuat banyak apabila 

terjadi pelanggaran terhadap hak dan kewajibannya. Balai Besar 

POM di palembang selaku pelaksana pengawas terhadap peredaran 



makanan produk industri rumah tangga harus bekerja keras guna 

mewujudkan perlindungan hukum terhadap konsumen. 

4. Rendahnya Pengetahuan Pelaku Usaha Mengenai Perbuatan Yang 

Dilarang Diiakukan Oleh Pelaku Usaha. 

Sifat dari pengusaha yang cenderung profit oriented hanya mengejar 

keuntungan tanpa memperhatikan keamanan mengenai makanan 

yang dibuat atau dijual. Hal ini yang mengakibatkan, konsumen 

dirugikan dengan perbuatan pelaku usaha. Seperti yang diketahui 

dalam Pasa! 8 Ayat 1 Huruf a Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi atau menjual 

barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah. 

5. Rendahnya Kesadaran Masyarakat Untuk Melaporkan Peredaran 

Viakana Produk Industri Rumah Tangga. 

Ketidak tahuan konsumen terhadap adanya peredaran makanan yang 

mengandung pewama tekstii serta hak dan kewajibannya sebagai 

konsumen mengakibatkan mereka cenderung bersikap diam atau 

pasif bahkan acuh tak acuh terhadap peredaran makanan yang 

mengandung pewama tekstil ini. Sikap mereka ini dikarenakan 

mereka tidak mengetahui kemana harus melakukan pengaduan 

terhadap pelanggaran yang menimpa dirinya atau bahakan tidak 

ingin membuang waktunya untuk melakukan kegiatan yang dianggap 

tidak penting. Hal ini mengakibatkan Balai Besar Pengawas Obat 
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dan Makanan (BBPOM) di Palembang harus bekerja ekstra keras 

22 
untuk mewujudkan perlindn bungan terhadap konsumen. 

" Wawancara dengan Ibu Deflta Roza,S.Farm,Apt selaku Unit Layanan Pengaduan 
Konsumen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang, Tanggal 05 
Februari 2015 



BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan Jawaban dari permasalahan sebelumnya seperti yang 

diuraikan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Upaya Perlmdungan yang Diiakukan Oleh Balai Besar Pengawas 

Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang Terhadap Konsumen 

Makanan Industri Rumah Tangga yang mengandung zat pewama 

dalam berbentuk pengawasan secara berkala terhadap makanan 

dan pengawasan khusus bekcrjasama dengan dinas kesehatan. 

2. Kendala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di 

Palembang Dalam Melaksanakan Upaya dan Perlindungan 

Terhadap Konsumen adalah Masyarakat tidak mau menghadiri 

sosialisasi pemahaman tentang produk makanan berbahaya dan 

rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peredaran 

produk industri rumah tangga yang mengandung zat pewama. 

48 
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B. Saran 

1. Bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di 

palembang hendaknya intensif untuk melakukan opcrasi pasar 

yang berbentuk pengawasan dan pembinaan bagi pelaku usaha 

dan konsumen di pusat penjualan pangan khususnya pasai-

tradisional atau pasar modem yang masih banyak menjual 

makanan produk industri mmah tangga yang mengandung 

pewama tekstil. 

2. Bagi konsumen atau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam 

membeli makanan serta memperhatikan hak dan kewajibannya 

sebagai konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk barang 

dan/atau jasa. 

3. Bagi Pelaku Usaha untuk lebih mementingkan prioritas 

konsumen tanpa mcngedcpankan projii oriented yang dapat 

merugikan konsumen dan sejauh mungkin mcninggalkan 

perbuatan yang dilarang diiakukan oleh pelaku usaha dengan 

salah satu caranya adalah tidak menjual makanan yang 

mengandung pewarna tekstil. 
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MAKANAN PRODUK INDUSTRI RUMAH TANGGA 

YANG MENGANDUNG ZAT PEWARNA OLEH BALAI 

BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) 

DI PALEMBANG 

Permasalahan ; 

1. Bagaimana Upaya Perlindungan Yang Diiakukan Oleh Balai Besar Pengawas 

Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang Terhadap Konsumen Makanan 

industri Rumah Tangga? 

2. Kendala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang 

Dalam Melaksanakan Upaya dan Perlindungan Terhadap Konsumen ? 

BAB IPENDAHULUAN 

A. Laiar Belakang 

B. Permasalahan 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 

D. Metode Peneiitian 

K. Sistematika Penulisan 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
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1. Pengertian Produsen 
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1. Hak dan Kewajiban Produsen 

2. Hak dan Kewajiban Konsumen 
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